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Abstract 

This legal counselling carried out at Village Official Hall of Kamali Pentalluan, District of 
Makale, Regency of Tana Toraja. In general sense, the lack of legal knowledge surrounding 
administrative dispute settlement on behalf of Administrative Court still remains up to now and 
finally the needs of legal solution laid down on reverie. Based  on this situation, village 
inhabitants were hard to overcome and to settle the administrative legal case themselves. 
In turn to accompany settling these needs, legal counselling  of  administrative dispute 
settlement carried out. The counselling held on flow of administrative dispute settlement. 
Through this counselling, all inhabitants realizes that well-understanding of administrative 
dispute settlement basically essential and  legal knowledge surrounding the idea significantly 
increased. 
Keywords : legal dispute settlement, public administrative court.  

 
Abstrak 

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kamali Pentalluan, Kec. Makale, 
Tana Toraja. Pada umumnya warga masyarakat kelurahan tersebut memiliki keterbatasan 
pemahaman terhadap pola penyelesaian sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara 
sehingga cukup banyak persoalan hukum dan kebutuhan solusi hukum yang tidak tercapai 
dengan baik. Berdasarkan kenyataan demikian, masyarakat tentunya mengalami kesulitan 
menghadapi dan menyelesaikan persoalan sengketa peradilan tata usaha negara.  
Dalam rangka membantu mengatasi masalah kebutuhan masyarakat ini, maka dilakukan 
penyuluhan tentang penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara. Adapun materi yang 
ditekankan dalam penyuluhan ini adalah alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. 
Melalui kegiatan penyuluhan ini, masyarakat menyadari pentingnya pemahaman yang baik 
tentang pola penyelesaian sengketa pada peradilan tata usaha negara, di samping bahwa 
penyuluhan ini juga telah menambah wawasan atau pengetahuan hukum masyarakat tentang 
penyelesaian sengketa tata usaha negara.  
Kata kunci: penyelesaian sengketa hukum, peradilan tata usaha negara. 

 
PENDAHULUAN 

Mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah warga masyarakat di wilayah 
Kelurahan Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Tana Toraja. Masyarakat di wilayah ini 
umumnya adalah masyarakat agraris yang secara signifikan umumnya menghadapi 
sengketa lahan yang sedikit banyak muncul akibat proses formil penerbitan sertifikat 
tanah yang bermasalah. Hal ini tentunya akan bermuara pada penyelesaian sengketa 
keabsahan formil sertifkat lahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.  
Persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat di wilayah ini adalah minimnya 
pemahaman yang baik mengenai pola penyelesaian sengketa pada peradilan tata 
usaha negara.  
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Untuk membantu mengatasi persaolan mendasar ini, maka dilakukanlah penyuluhan 
mengenai Penyelesaian Sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan materi 
pokok tentang Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.  
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, penyuluhan mengenai penyelesaian sengketa 
tata usaha negara membawa warga masyarakat dalam wilayah ini kepada kesadaran 
akan pentingnya pemahaman yang baik terhadap pola penyelesaian sengketa tata 
usaha negara. Kondisi-kondisi yang membingungkan tentang ke mana arah 
penyelesaian persoalan keabsahan formal penerbitan sertifikat lahan mereka 
menemukan titik terang jalan keluar. Tidak ada lagi keraguan terhadap kewenangan 
peradilan yang mengadili keabsahan formal sertifikat lahan yang dimiliki. Selain itu, 
satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatnya wawasan atau 
pengetahuan hukum di kalangan warga masyarakat Kelurahan Kamali Pentalluan, di 
samping bahwa tercipta pula relasi kelembagaan yang baik untuk hubungan-
hubungan kelembagaan yang berkelanjutan.  
 
 

METODE PELAKSANAAN PENYULUHAN 
Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan metode penyuluhan dengan tujuan untuk 
membekali warga masyarakat pada wilayah dimaksud tentang pola penyelesaian 
sengketa tata usaha Negara.  
Adapun tahap pelaksanaan penyuluhan dimaksud  adalah : 
 

No Kegiatan Tujuan 

1 Observasi Mendapatkan informasi dan data tentang pemahaman 
penyelesaian sengketa tata usaha Negara. 
 

2 Sosialisasi   Latar belakang, tujuan, dan manfaat penyelesaian 
sengketa tata usaha negara  
 

3 Pelaksanaan Menjelaskan alur penyelesaian sengketa tata usaha 
Negara 
 

4 Evaluasi Sharing hasil penyuluhan oleh warga. 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan 

 
Sengketa tata usaha negara diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara 
dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata 
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan 
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Adapun alur 
penyelesaian sengketa tata usaha negara antara lain: 

 
a. Upaya Administratif 

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh 
seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu 
Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di 
lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri dari 2 bentuk: 
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1) Keberatan 

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri 
oleh Badan/PejabatTata Usaha Negara yang mengeluarkan 
Keputusan Tata Usaha Negara. 

2) Banding Administratif 
Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh 
instansi atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha 
Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang 
berwenang meneriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang 
disengketakan. 
Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka 

pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan 
penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi 
kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya 
Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah 
terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak 
terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif. 

b. Gugatan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara 
Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang 
bersangkutan telah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya 
menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat 
keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun jika 
peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa 
pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding 
administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang 
telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung 
kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang 
berwenang. 

Adapun ketentuan mengenai pengajuan gugatan pada Pengadilan 
Tata Usaha Negara yaitu: 
1) Gugatan 

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan 
atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk 
mendapatkan putusan. 

Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam kategori 
Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 
1986 antara lain: 

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 
perdata; 
b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang 

bersifat umum; 
c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan 

persetujuan; 
d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan 

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab 
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Undang-Undang Hukum Acara Pisana atau peraturan perundang-
undangan lain yang bersifat hukum pidana; 

e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara 
Nasional Indonesia; dan 

g) Keputusan Komisi Pemililihan Umum baik di pusat maupun di 
daerah mengenai hasil pemilihan umum. 

 
Gugatan harus memuat: 

a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, 
atau kuasanya; 

b) nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; dan 
c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh 

Pengadilan. 
Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa 

penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. 
Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha 
Negara yang disengketakan oleh penggugat. 

2) Prosedur Dismissal 
Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan pemeriksaan 

dismissal atau rapat permusyawaratan. Dalam rapat 
permusyawaratan ini, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan 
dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-
pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak 
diterima atau tidak berdasar, dalam hal: 

a) pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam 
wewenang Pengadilan; 

b) syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipuun 
ia telah diberi tahu dan diperingatkan; 

c) gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; 
d) apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi 

oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; dan 
e) gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. 

Terhadap penetapan ini dapat diajukan Perlawanan kepada 
Pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Dalam 
hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka 
penetapan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, 
diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. 

3) Pemeriksaan Persiapan 
Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib 

mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang 
kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, Hakim: 

a) wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki 
gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam 
jangka waktu tiga puluh hari; 

b) dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang bersangkutan. 
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Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum 
menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan 
bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan ini tidak dapat 
digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Setelah 
dilakukan pemeriksaan persiapan maka akan dilakukan pemeriksaan 
perkara untuk mendapatkan putusan. 

4) Pemeriksaan Perkara di Tingkat Pertama 
a) Pemeriksaan Dengan Acara Biasa 

Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha 
Negara dengan tiga orang Hakim yang salah satunya sebagai 
Hakim Ketua untuk memimpin persidangan. Pengadilan bersidang 
pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Hakim Ketua 
Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap 
ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan 
baik. 

 
Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka 

sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum. Apabila Majelis 
Hakim memandang bahwaengketa yang sedang disidangkan 
menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, 
persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Tidak 
dipenuhinya ketentuan tersebut dapat menyebabkan batalnya 
putusan demi hukum. 

Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari 
gugatannya hanya sampai replik, asal disertai alasan yang cukup 
serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus 
dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. Tergugat dapat 
mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai 
dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak 
merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus 
dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. 

Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya 
sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah 
memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh 
penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui 
tergugat. 

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat 
diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada 
eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim 
mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa 
Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang 
bersangkutan. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan 
diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan 
eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. 
Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya 
dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. 

Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang 
berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak 
yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat 
digunakan oleh mereka dalam sengketa. Selain itu, dengan izin 
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Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasihat hukum 
dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya 
yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan 
seperlunya. Selanjutnya para pihak yang bersangkutan dapat 
membuat dan menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat 
pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri setelah memperoleh 
izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan. 

Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan 
dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, 
baik atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha 
Negara, dan bertindak sebagai: 

a. pihak yang membela haknya; atau 
b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang 

bersengketa. 
Permohonan dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan 

dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang. 
Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan tidak dapat 
diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan 
permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok 
sengketa. 

Apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan 
yang melampaui batas wewenangnya pemberi kuasa dapat 
mengajukan sangkalan secara tertulis disertai tuntutan agar 
tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan. Apabila 
sangkalan dikabulkan maka Hakim wajib menetapkan dalam 
putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa tindakan 
kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita acara 
pemeriksaan. Putusan dibacakan dan atau diberitahukan kepada 
para pihak yang bersangkutan. 

Atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, 
Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk 
didengar dalam persidangan. Apabila saksi tidak datang tanpa 
alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan meskipun telah 
dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk 
menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang 
dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh polisi ke 
persidangan. Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah 
hukum Pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di 
Pengadilan tersebut, tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan 
kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman saksi. 

Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua 
belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat 
yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Setelah kedua 
belah pihak mengemukakan maka Hakim Ketua Sidang 
menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan 
kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruang tertutup untuk 
mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa 
tersebut. 

b) Pemeriksaan Dengan Acara Cepat 
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Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak 
yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, 
penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan 
supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Ketua Pengadilan dalam 
jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan 
mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak 
dikabulkannya permohonan tersebut. Terhadap penetapan tidak 
dapat digunakan upaya hukum. 

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim 
Tunggal. Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan 
dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan 
menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur 
pemeriksaan persiapan. Tenggang waktu untuk jawaban dan 
pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan 
tidak melebihi empat belas hari. 

5) Pembuktian 
          Alat bukti ialah: 

a) surat atau tulisan 
Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis antara lain: 

a. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan 
seorang pejabat umum, yang menurut peraturan 
perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan 
maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang 
peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; 

b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan 
maksud untuk dipergu-nakan sebagai alat bukti tentang 
peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; 

        c.   surat-surat lainnya yang bukan akta. 
b) keterangan ahli 

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan 
dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia 
ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. 

c) keterangan saksi 
Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila 
keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau 
didengar oleh saksi sendiri. 

d) pengakuan para pihak 
Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali 
berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim. 

e) pengetahuan hakim 
Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan 
diyakini kebenarannya. 

Hakim  menentukan  apa  yang  harus  dibuktikan,  beban  pembuktian  
beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. 

6) Putusan Pengadilan 
Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim 

Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah 
diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai 
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permufakatan bulat putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila 
musyawarah majelis tidak dapat menghasilkan putusan, 
permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. 
Apabila dalam musyawarah mejelis berikutnya tidak dapat diambil 
suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang 
menentukan. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga 
dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain 
yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.91 Putusan 
Pengadilan dapat berupa: 

a. gugatan ditolak; 
b. gugatan dikabulkan; 
c. gugatan tidak diterima; atau 
d. gugatan gugur. 

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan 
Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan 
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan 
Keputusan Tata Usaha Negara. Kewajiban tersebut berupa: 

a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; 
atau 

b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha 
Negara yang baru; atau 

c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan 
didasarkan pada Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986. 

Kewajiban diatas dapat disertai pembebanan ganti rugi. Dalam 
hal putusan Pengadilan menyangkut kepegawaian, maka disamping 
kewajiban-kewajiban diatas dengan disertai pemberian rehabilitasi. 

Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak 
hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim 
Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat 
kepada yang bersangkutan. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut 
berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum. 

7) Pelaksanaan Putusan Pengadilan 
Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Salinan putusan Pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para 
pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas 
perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama 
selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Apabila 
setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap diterima tergugat tidak 
melaksanakan kewajibannya melakukan pencabutan keputusan tata 
usaha negara, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu 
tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dalam hal tergugat ditetapkan 
harus melaksanakan kewajiban melakukan pencabutan keputusan 
tata usaha negara dan penerbitan keputusan tata usaha negara dan 
kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban 
tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan 
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permohonan kepada ketua pengadilan, agar pengadilan 
memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. 
Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang 
bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah 
uang paksa dan/atau sanksi administratif. Pejabat yang tidak 
melaksanakan putusan pengadilan diumumkan pada media massa 
cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan 90 
(sembilan puluh) hari kerja tersebut. Di samping diumumkan pada 
media massa cetak setempat, ketua pengadilan harus mengajukan hal 
ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah 
tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan 
putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk 
menjalankan fungsi pengawasan. 

Sepanjang mengenai kewajiban yang harus dilakukan 
menyangkut kepegawaian apabila tergugat tidak dapat atau tidak 
dapat dengan sempurna malaksanakan putusan Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya 
keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau 
memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu 
kepada Ketua Pengadilan dan penggugat. Dalam waktu tiga puluh hari 
setelah menerima pemberitahuan penggugat dapat mengajukan 
permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan 
putusan. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang 
atau kompensasi lain yang diinginkannya. Ketua Pengadilan setelah 
menerima permohonan memerintahkan memanggil kedua belah pihak 
untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang 
atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat. 
Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak 
dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi 
lain tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai 
pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi 
lain yang dimaksud. Penetapan Ketua Pengadilan dapat diajukan baik 
oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung 
untuk ditetapkan kembali. Putusan Mahkamah Agung, wajib ditaati 
kedua belah pihak. 

Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar 
ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga 
hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti 
rugi, dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut 
dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian 
dikabulkan, salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang 
rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu 
tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi, 
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dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi 
tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

8) Pemeriksaan di Tingkat Banding 
Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat 

dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat 
kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Permohonan 
pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau 
kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata 
Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang 
waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan 
kepadanya secara sah. Permohonan pemeriksaan banding disertai 
pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang 
besarnya ditaksir oleh Panitera. Putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan 
pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir. 

Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah permohonan 
pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua 
belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor 
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu tiga puluh hari 
setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut. Salinan putusan, 
berita acara, dan surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada 
Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya 
enam puluh hari sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan 
banding. Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan/atau 
kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada 
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa 
salinan memori dan/atau kontra memori diberikan kepada pihak 
lainnya dengan perantaraan Panitera Pengadilan. 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan 
memutus perkara banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang 
Hakim. Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat 
bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, 
maka Pengadilan Tinggi tersebut dapat mengadakan sidang sendiri 
untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan 
Penga-dilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan 
pemeriksaan tambahan itu. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang 
diajukan kepadanya, sedang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
berpendapat lain, Pengadilan Tinggi tersebut dapat memeriksa dan 
memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan Pengadilan Tata 
Usaha Negara yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya. 
Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu tiga puluh 
hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta surat 
pemeriksaan dan surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara 
yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama.   

Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maka permohonan tersebut 
dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan dalam hal permohonan 
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pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi 
meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan 
pemeriksaan banding belum lampau. Dalam hal salah satu pihak 
sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia 
tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka 
waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum 
lampau. 

9) Pemeriksaan di Tingkat Kasasi 
Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat 

dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Acara 
pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
55 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung. 

10)  Pemeriksaan Peninjauan Kembali 
Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan 
kembali kepada Mahkamah Agung. Acara pemeriksaan peninjauan 
kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

 
KESIMPULAN 

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pola penyelesaian sengketa 
tata usaha negara, maka dibutuhkan kesadaran melek hukum dalam memenuhi 
kebutuhan solusi hukum yang tepat menghadapi persoalan hukum dalam bingkai 
kenegaraan. Dokumentasi kegiatan penyuluhan sebagaimana nampak dalam 
gambar berikut. 
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